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MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

: * 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 89/MENKES/SK/Il1993 I 

! 

TENT ANG 
; 

PERUBAHAN ATAS PERATUR~N MENTERI ~ESEHATAN RI 
NOMOR 187/MENKES/PER/IIIV1991 TENTANG PELAKSANAA~ 

MASA BAKTI D~N !ZIN KERJA A~OTEKER 
• , I 

I 
MENTER! KESEH.ATAN REPUBLIK INDONESIA,, 

a. bahw~ untuk meningkatkan pendayagunaan te~aga kesehatan ' 
apoteker dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, 
penyebaran penempatan perlu didtur kembali; 

I 

b. bahwa sehubungan. dengan hurlJf a tE!rsebut diatas', perlu 
diadakan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 187/MENKES/PER/III/1991 dengan Peraturan Menteri 
Kesehat~n. ' 

I 

1. Undang-undang Nomor 23 Ta~un 1992 tentang 
(Lembar~n Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 
Negara ~omor 3495); 

Kesehatan 
~embaran 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti 
Apoteker; · 

I 

I 
3. Peraturpn Menteri Kesehatan ~I Nomor 187/MENKES/PER/III/ 

1991 tentang Pelaksanaan Masa Bakti, dan , Izin Kerja 
Apoteker; 1 

1 

M E M ~ T u s K A NI . . 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN iTENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
MENTER! KEScH~TAN I NOMOR \ 187/MENKES/PER/III/1991 . TENTANG 
PELAKSANAAN MAS~ BAKTI DAN IZIN ~ERJA APOTEKER. 



MENTERI KESEHATAN 

REPU·~·K INOONESIA 

• 

I Pas a 1 I 

Mengubah dan menambah ketentuan Pasal 7, 8 dan 9 sehingga 
berbunyi sebagai berikut 

1. Pasal 7· 

( 1) Pemenuhan kebutuhan apoteker untuk program • kesehalan · 
ditetapkan dengan urutan sebagai berikut 

a. Sarana Kesehatan Pemerintah 
b. Sarana Kesehatan lainnya. 

(2) Pemenuhan 
ayat ( 1) 
Kesehatan. 

kebutuh~n 
huruf a 

I 

apoteker sebagaimani dimaksud pada 
ditelapkan sesu~i dengan Program 

' 
(3) 1Pemenuhan k~b~tuhan apoteker pada sara~a kesehatan lainhYa . 

sebagaimana dim~ks~d l' pada ay~t (1~ . huruf . 9 ditetapkan 
dengan ~rutan pr1or1t~s sebaga1 ber1~ut : . 

a. Seba~ai apoteker di apotik ~wasta di l Keca~atan di lup r 
Kotamaqya di Pula4 Jawa. I · : . · 

b. Sebagai -woteker di apolik swasta di ; Kabupaten di ll.lar 
Pulau Jawa. I ,I 1 . 

1 
j 

c. Di rumah Sakit Swast~ di Ibukot~ I Kabupaten , atau 
Kotamadya kecuali! di Ibukot.a Provinsi, di Pul$u . Jawa 
dan di 1. uar Pu 1 au !Jaw a ' · 

2. Pasal 8 

(1) Penanggung jawab program kesehatan dan ' pimpinan . instansi 
lain menyusun Rencana Kebutuhan apoteker untuk jangka 

·waktul 3(tiga) tahun. ' · · 
' I 

(2) Rencana kebutuhan appteker untu~ Program kesehatan 
dimaksud . dalam ' ayat (1) disampaikan kepada 
Kesehatan, dalam hal ihi Biro K~pegawaian. 

sebagai 
Menter·i 

(3) Rencana kebutuKan apoteker ihstansi lain . sebagaimana 
dimaksu~ dalam J-yat· (1) disampa

1

ikan kepada Menteri melalui 
Kepala Kantor Wilclyah setemµctL. -- '·· · · 

I I ' 

i· Pasal 9 

(1) Pengangkatan :dan ~enempatan apdteker pada ~arana : ke~ehatan 
Pemerin~a~ ~~n sa~ana kesehatan lainnya dilaksan~kan oleh 
dan menJaHi ·tanggung ' jawab Dedartemen Kesehatan. 

I 

2 
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MENTER! KESEHATAN 
REPUBLI~ INDONE SI A 

.. 

(2) Pen~mpatan lebih l~njut pada sarana , ~eseh~tan a~au lbkasi 
kerja difetapkan 1oleh Kepala ; Kartor Wilayah setempat 
sesuai dengan ketentuan peru~dang-undanga1 · rang berlaku. 

(3) Pengangkatan . dan penempat~n d
1

i 1 i ngkuln9an - Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia dan Depart~~e~ Pendidikan 

. / I ' \ 

dan Kebudayaan dilakukan oleh Departemen yang bersangkutan 
dengan mengajukan permohonan ~epa8a Menteri seperti . 
tersebut pada Lampiran VI. 

I t 

Pas al II' 

Peratu~an M~~teri ini mJlai berlaku pad~ tanggal ditetapkan. 

3 

I i 
MPH. 
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WARTA PERUNDANG-UNDANGAN V-7 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 89/MENKES/SK/1/1993 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN 
RI NOMOR 187/MENKES/PER/111/1991 TENTANG 

PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN 
IZIN KERJA APOTEKER 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk meningkatkan pendayagunaan 
tenaga kesehatan apoteker dalam 
penyelenggaraan upaya pelayanan 
kesehatan, penyebaran penempatan perlu 
diatur kembali; 

b. bahwa sebubungan dengan huruf a tersebut 
di atas, perlu diadakan perubahan atas 
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 
187 /MENKES/PER/111/1991 dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan. 

1. Undang-undang Nomor 23 Tu.bun 1992 ten­
tang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 
1992 · Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3495); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
1990 tentang Masa Bakti Apoteker; 

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 
187/MENKES/PER/111/1991 tentang Pelak­
sanaan Masa Bakti dan Izin Kerja 
Apoteker; 



WARTA PERUNDANG-UNDANGAN J.7..8 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 
187/MENKES/PER/111/1991 TENTANG 
PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN 
KERJA APOTEKER. 

Pasal I 

Mengubah dan menambah ketentuan Pasal 7, 8 dam 9 sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

1. Pasal 7 

(1) Pemenuhan kebutuhan apoteker untuk program kesehatan 
ditetapkan dengan urutan sebagai berikut : 
a. Sarana Kesehatan Pemerintah; 
b. Sarana Kesehatan lainnya. 

(2) Pemenuhan kebutuhan apoteker sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan Program 
Kesehatan. 

(3) Pemenuhan kebutuhan apoteker pada sarana kesehatan lain­
nya sebagairnana dimaksud pada ayat (1) hurufb, ditetapkan 
dengan urutan prioritas sebagai berikut : 

a. Sebagai apoteker di apotik swasta di Kecamatan di luar 
Kotamadya di Pulau Jawa; 
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WARTA PERUNDANG-UNDANGAN V-9 

b. Sebagai apoteker di apotik swasta di Kecamatan di luar 
Kotamadya di luar Pulau Jawa; 

c. Di Rumah Sakit Swasta di Ibukota Kabupaten atau 
Kotamadya kecuali di lbukota Propinsi, di Pulau Jawa dan 
di luar Pulau J awa. 

2. Pasal 8 

(1) Penanggungjawab program kesehatan dan pimpinan instansi 
lain menyusun Rencana Kebutuhan apoteker untuk jangka 
waktu 3 (tiga) tahun. 

(2) Rencana kebutuhan apoteker untuk Program Kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada 
Menteri Kesehatan, dalam hal ini Biro Kepegawaian. 

(3) Rencana kebutuhan apoteker instansi lain sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri 
melalui Kepala Kantor Wilayah setempat. 

3. Pasal 9 

(1) Pengangkatan dan penempatan apoteker pada sarana 
kesehatan Pemerintah dan sarana kesehatan lainnya dilak­
sanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Departemen 
Kesehatan. 

(2) Penempatan lebih lanjut pada sarana kesehatan atau lokasi 
kerja ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah setempat sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

~ 

(3) Pengangkatan dan penempatan di lingkungan Angkatan Ber-
senjata Republik Indonesia dan Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan dilakukan oleh Departemen yang bersangkutan 
dengan mengajukan permohonan kepada Menteri seperti ter­
sebut pada Lampir.an VI. 
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WARTA PERUNDANG-UNDANGAN V-10 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. · 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Januari 1993 

MENTERJ KESEHATAN, 

ttd .. 
Dr ADHYATMA, MPH 


